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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Barat Daya 

1. Sejarah Terbentuk Kabupaten Aceh Barat Daya 

Keberadaan Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai sebuah Kabupaten 

merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Aceh Selatan sebagai 

Kabupaten induk pada saat itu. Sebelumnya Aceh Selatan juga sudah 

dimekarkan dengan lahirnya Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 1999. 

Pengakuan pemerintah terhadap lahirnya Kabupaten Aceh Barat Daya secara 

Yuridis dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2002. 

Penggunaan istilah Aceh Bara Daya pada masa kemerdekaan Indonesia baru 

muncul pada tanggal 10 November 1965. Penggunaan istilah Aceh Barat 

Daya di ditandai dengan terbentuknya panitia penuntut daerah tingkat II bagi 

Aceh Barat Daya.
1
 

Proses terbentuknya Kabupaten Aceh Barat Daya ini berlangsung 

selama 20 tahun. Dalam jangka waktu 20 tahun, banyak peristiwa dan upaya 

yang dilalui oleh panitia penuntut daerah untuk terwujudnya Kabupaten Aceh 

Barat Daya. Salah satu upaya panitia ialah mereka memohon kepada 

pemerintah pusat untuk dapat memisahkan Aceh Barat Daya dari Kabupaten 

                                                           
1
 Muhammad Isa Sulaiman dkk., Negeri dan Rakyat Aceh Barat Daya dalam Lintasan Sejarah., 2009., 

Jakarta.,  Swadaya Jakarta., hal 31. 
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Aceh Selatan. Permohonan tersebut tidak langsung dipenuhi oleh pemerintah 

pusat. Sehingga panitia penuntut daerah tersebut harus berulang kali menemui 

pemerintah pusat agar permohonannya dapat diterima.  

Alasan Aceh Barat Daya ingin memisahkan diri dari Kabupaten induk 

Aceh Selatan ialah karena daerah kekuasaan Kabupaten Aceh Selatan sangat 

luas, sehingga pembanguan sudah tidak terjangkau secara merata. Jika dilihat 

dari hak otonomi daerah, Aceh Barat Daya sudah dapat berdiri menjadi 

Kabupaten baru, sehingga masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya 

membentuk beberapa panitia penuntut daerah untuk mewakili masyarakat 

Aceh Barat Daya dalam mengajukan permohonan pemisahan dari Kabupaten 

Aceh Selatan dan membentuk Kabupaten sendiri yaitu Kabupaten Aceh Barat 

Daya.
2
 

Sejak zaman kerajaan Aceh, pantai barat daya sudah berkembang dalam 

berbagai aktivitas. Teluk Susoh (salah satu nama Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Aceh Barat Daya) pada abad ke-18 dan awal abad ke-19, 

merupakan salah satu pusat perdagangan di pantai barat Aceh dengan pusat 

pelabuhan di Kedai Susoh. Aceh Barat Daya, sejak dulu dikenal sebagai kota 

perdagangan di daerah barat selatan Aceh. Penduduk-penduduk yang ada di 

Susoh, kemudian menyebar ke berbagai daerah melalui perdagangan.  

                                                           
2
 Wawancara., Zainal Abidin Said., Tokoh Masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya., 23 Maret 2018 

pada pukul 08:15 WIB.  
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Perkembangan yang semakin pesat ini, membuat pemerintah dapat 

mempercayai Aceh Barata Daya mampu berdiri sendiri menjadi sebuah 

Kabupaten. Sehingga pada akhirnya, Departemen Dalam Negeri menyetujui 

usulan pemekaran yang kemudian diajukan ke pemerintah DPR RI (Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia). Melalui proses pembahasan di DPR 

RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) yang juga memakan 

waktu yang panjang, maka pada tanggal 10 April 2002 dikeluarkanlah 

Undang-undang Nomor 4 tahun 2002 mengenai pembentukan Kabupaten 

Aceh Barat Daya.
3
 

2. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya  

Kabupaten atau Kota yang berada dalam wilayah administrasi Provinsi 

Aceh berjumlah 23 Kabupaten/Kota. Salah satu Kabupaten tersebut ialah 

Kabupaten Aceh Barat Daya.  Letak geografis Kabupaten Aceh Barat Daya 

dapat dikatakan sangat strategis jika dibandingkan dengan Kabupaten yang 

lain. Hal itu dikarenakan Kabupaten Aceh Barat Daya terletak di bagian Barat 

Provinsi Aceh, yang menghubungkan lintasan koridor barat dan berbatasan 

lansung dengan laut lepas (Samudera Hindia), yang menjadi hilir dari sungai-

sungai besar untuk mengalir ke laut lepas. Kabupaten Aceh Barat Daya juga 

mempunyai topografi yang tidak stabil atau berubah-ubah mulai dari pantai 

hingga gunung dan perbukitan yang bergelombang 

                                                           
3
 Muhammad Isa Sulaiman dkk., Negeri dan Rakyat Aceh Barat Daya dalam Lintasan Sejarah., 2009., 

Jakarta.,  Swadaya Jakarta., hal 55, 274. 
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3. Geografis 

Kabupaten Aceh Barat Daya secara geografis terletak di bagian Timur 

Provinsi Aceh yaitu berada pada 96º 34’ 57” – 97º 09’19” Bujur Timur dan 3º 

34’ 24” -  4º 05’ 37” Lintang Utara. Namun jika dilihat secara administrasi 

Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki perbatasan-perbatasan sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara  : Kabupaten Gayo Lues 

b. Sebelah Selatan  : Samudera Hindia 

c. Sebelah Barat  : Kabupaten Nagan Raya  

d. Sebelah Timur  : Kabupaten Aceh Selatan 

4. Administrasi 

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Aceh Barat 

Daya terbagi menjadi 9 Kecamatan, 20 Pemukiman dan 152 Desa, yang 

terdiri dari 132 Desa definitif dan 20 Desa persiapan. Menurut hitungan GIS 

(Geographics Information System) luas Kabupaten Aceh Barat Daya 

mencakup 1.882,05 Km
2 

atau 188.205,05 Ha. Kecamatan Blang Pidie sebagai 

Kota Aceh Barat Daya memiliki luas 581,22 Km
2
, kemudian disusul oleh 

Kecamatan Babahrot dengan luas 528,28 Km
2
. Sedangkan Kecamatan yang 

tidak begitu luas adalah Kecamatan Susoh dengan luas 19,05 Km
2
 atau sekitar 

1,01% dari luas total Kabupaten Aceh Barat Daya. 

Adapun jarak Kecamatan terjauh dari Kecamatan Blang pidie yang 

merupakan Ibu Kota Kabupaten Aceh Barat Daya, adalah Kecamatan 
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Babahrot dengan panjang jarak sekitar 32 Km, kemudian disusul oleh 

Kecamatan Lembah Sabil dengan jarak sepanjang 26 Km, dan selanjutnya 

Kecamatan Manggeng dengan panjang 22 Km. 

 

Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki letak posisi Kacamatan 

yang sangat teratur. Jika perjalanan di mulai dari Kabupaten Nagan Raya, 

maka ketika memasuki Kabupaten Aceh Barat Daya pertama sekali akan 

sampai ke Kecamatan Babahrot, kemudian Kuala Batee, disusul Kecamatan 

Jeumpa, selanjutnya Kecamatan Susoh, Kecamatan Blang Pidie, Kecamatan 

Setia, Kecamatan Tangan-tangan, Kecamatan Manggeng, dan terakhir 

Kecamatan Lembah Sabil. Selanjutnya memasuki wilayah Kabupaten Aceh 

Selatan.  

Namun, Kecamatan-kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat 

Daya, dapat dikatakan berada dalam posisi yang luas sehingga memerlukan 

perjalanan yang panjang untuk tiba di kecamatan selanjutnya. Untuk lebih 

jelas dan lengkap mengenai Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten 

Aceh Barat Daya, bisa dilihat dalam tabel berikut ini: 
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Tabel  4.1 Nama, Luas Wilayah per Kecamatan dan  Jumlah Desa di Kabupaten 

Aceh Barat Daya 

Nama 

Kecamatan 

Jumlah 

Desa 

Luas Wilayah 

Administrasi Terbangun 

(Ha) 

(%) thd 

total 

(Ha) (%) thd total 

1 2 3 4 5 6 

Babahrot 14 52.828,06 28,07   

Kuala Batee 21 31.482,42 16,73   

Jeumpa 12 22.928,69 12,18   

Susoh 29 1.905,35 1,01   

Blangpidie 20 58.122,21 30,88   

Setia 9 4.120,27 2,19   

Tangan-tangan 15 6.322,92 3,36   

Manggeng 18 5.551,86 2,95   

Lembah Sabil 14 4.943,19 2,63   

Jumlah Total 152 188.205,02 100,00   

 

Sumber : RTRW Kab. Aceh Barat Daya 2012-2032 
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Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya 

 

Sumber : RTRW Kab. Aceh Barat Daya 2012-2032 
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5. Kondisi Fisik 

Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki iklim tropis dengan curah hujan 

3.785,5 mm/tahun. Musim kemarau muncul berkisar antara bulan Januari 

hingga Agustus, sedangkan musim hujan biasanya berada pada bulan 

September hingga Desember. Namun, pada musim kemarau juga sering 

terjadi hujan, penyimpangan ini dikarenakan curah hujan yang begitu tinggi 

seperti tersebut di atas. Selama bulan kering atau kemarau, tidak pernah 

terjadi curah hujan kurang dari 100 mm. Sedangkan pada bulan basah, curah 

hujan bisa mencapai lebih dari 200 mm selama 9,5 bulan. 

Dengan posisi Kabupaten dan keadaan alam yang sedemikian rupa 

tersebut, dipengaruhi oleh iklim yang terjadi di wilayah ini. Keadaan iklim di 

wilayah ini cenderung basah dikarenakan curah hujan yang turun di sepanjang 

tahun. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan Desember, dengan perbedaan 

temperatur 5 - 7 oC antara siang dan malam. Iklim sangat mempengaruhi 

banyaknya curah hujan,selain itu juga pengaruh kondisi geografis dan 

perputaran arus udara. Akibatnya, pencatatan jumlah curah hujan terdapat 

perbedaan di antara semua stasiun pengamatan.
4
 

 

 

                                                           
4
 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012, Hal 1-4 
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6. Penduduk, Agama dan Kebudayaan   

Dilihat dari aspek migrasi penduduk Aceh Barat Daya, penduduk yang 

mendiami daerah ini dapat dikatakan terdiri dari multi-etnis. Pembauran antar 

kelompok-kelompok etnis tersebut dapat berlangsung secara serasi dan 

alamiah, terutama ketika sudah terbentuknya kerajaan Aceh Darussalam, di 

Kabupaten Aceh Selatan kemudian di Kabupaten Aceh Barat Daya. Di Kota 

Blang Pidie misalnya, terdapat beberapa kaum minoritas penganut 

Hindu/Budha yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Tetapi kaum pribumi 

di daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang seluruhnya menganut agama 

Islam, dapat menerima kaum minoritas dan tetap saling bekerja sama.
5
 

Kabupaten Aceh Barat Daya, mempunyai pola karakteristik budaya 

yang diatur oleh hukum adat yang bersumber pada kaidah-kaidah hukum 

Islam. Kesatuan sistem masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan 

perwujudan dari beberapa keluarga inti yang mampu bersatu menjadi suatu 

kelompok masyarakat kemudian tinggal dalam suatu Desa yang disebut 

“Gampong” (Kampung). Hubungan antar keluarga inti dalam suatu Gampong 

tersebut sangat erat, hal itu dikarenakan sistem sosial yang saling 

mempengaruhi untuk hidup dalam kebersamaan. 

 

                                                           
5
 Muhammad Isa Sulaiman dkk., Negeri dan Rakyat Aceh Barat Daya dalam Lintasan Sejarah., 2009., 

Jakarta.,  Swadaya Jakarta., hal 178. 
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7. Ekonomi 

Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Ibu Kota Blang Pidie merupakan 

sebuah kota dagang yang dikenal sejak dulu. Pusat perbelanjaan Barat Selatan 

Aceh terdapat di Kota Blang Pidie. Tidak heran, banyak pendatang yang 

datang untuk mencari nafkah dengan berdagang di Kota ini, selain itu juga 

banyak pendatang untuk sekedar berbelanja di Kota Blang Pidie.  

Selain perdagangan, pembukaan kebun sawit dan karet di daerah 

Seumayam salah satu nama Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, juga 

membawa dampak yang sangat positif untuk Kabuapten Aceh Barat Daya. 

Masalahnya perusahaan kebun sawit dan karet tersebut mempergunakan pulo 

kayee (salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya yang terletak di 

pesisir pantai) sebagai pelabuhan ekspor, sehingga pelabuhan itu disinggahi 

oleh kapal dari luar. Hal ini bisa dikatakan bahwa jaringan ekonomi 

Kabupaten Aceh Barat Daya terentang luas.
6
 

8. Struktur Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya 

Sama halnya dengan Kabupaten lain, Kabupaten Aceh Barat Daya juga 

dikepalai oleh Bupati dan Wakil Bupati dan aspek-aspek pemerintahan yang 

lain, seperti yang tersusun dalam bagan berikut ini : 

 

                                                           
6
 Muhammad Isa Sulaiman dkk., Negeri dan Rakyat Aceh Barat Daya dalam Lintasan Sejarah., 2009., 

Jakarta.,  Swadaya Jakarta., hal 57. 
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Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati 

sebagai pemimpin wilayah, di bawah Bupati dan Wakil Bupati terdapat 
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Pejabat DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten), kemudian dibawahi 

oleh Sekretariat DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten), kemudian 

terdapat Sekretariat Daerah biasa disingkat menjadi Sekda, kemudian dibawah 

Sekretariat Daerah terdapat Staf Ahli, Asisten Pemerintahan, Asisten 

Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum, Dinas 

Daerah yang terdiri dari 14 Dinas, Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari 

12 Lembaga, disusul oleh Camat sebagai Kepala Kecamatan, dan terakhir 

oleh Geuchik sebagai kepala Desa.
7
 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1.  Perubahan Sosial di Kabupaten Aceh Barat Daya 

Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di dalam struktur 

masyarakat yang kemudian dapat mempengaruhi pola interaksi sosial dan 

sesuatu yang dapat membangun karakter manusia menuju proses yang lebih 

baik atau malah sebaliknya.
8
 

Pakar Sosiologi Selo Soemardjan mengemukakan perubahan sosial ialah 

perubahan dari struktur lembaga-lembaga di dalam masyarakat. Lembaga-

lembaga itu kemudian mempengaruhi sistem sosial yang ada di dalam suatu 

masyarakat, termasuk perilaku, sikap, dan niali-nilai di antara masyarakat. 

Kingsley Davis juga berpendapat bahwa perubahan sosial ialah perubahan 

                                                           
7
 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012, hal 26 

8
 Anang Sugeng Cahyono., Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di 

Indonesia., jurnal Publiciana 9.1., 2016., hal 145 
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yang terjadi dalam struktur sosial dan fungsi masyarakat. Dua pakar ini setuju 

bahwa ketika struktur suatu masyarakat berubah, maka peran dan manfaat 

masyarakat, pola pikir, sikap masyarakatpun akan ikut berubah.
9
 

Struktur dan lembaga-lembaga dalam masyarakat merupakan tempat 

masyarakat untuk bernaung. Jika terjadi suatu perubahan dalam stuktur 

masyarakat, maka semua aspek sosial masyarakat akan berubah seiring 

dengan perubahan yang diciptakan oleh struktur tersebut. Kehidupan 

masyarakat dipengaruhi oleh pemimpin yang menggerakkan masyarakat, 

kepemimpinan akan tumbuh dan berkembang dalam suatu struktur 

pemerintahan untuk membawa kehidupan masyarakat menuju ke arah yang 

lebih baik. 

Perubahan sosial yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 

perubahan sosial revolusi. Perubahan sosial revolusi merupakan perubahan 

sosial yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar-dasar atau sendi 

kehidupan dalam masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan-perubahan yang 

terjadi dapat direncanakan terlebih dahulu atau tanpa rencana, sesuai dengan 

kondisi yang ada di dalam masyarakat yang akan mengalami perubahan 

sosial. Namun, Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan Kabupaten yang 

mengalami perubahan sosial dengan perencanaan yang matang. Ditinjau dari 

                                                           
9
 Jelamu Ardu Marius., Perubahan Sosial., Kajian Analitik Jurnal Penyuluhan., Vol 2 No 2., 2006., Hal 

127. 
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sudut pandang revolusi, adanya perubahan sosial karena adanya 

ketidaksesuain yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu 

ketidaksesuaian atau sering disebut dengan letupan sosial itu karena adanya : 

struktur masyarakat yang tidak kondusif, antara lain kondisi masyarakat yang 

struktural dan sosial memperlihatkan perbedaan yang menyolok, adanya 

ketegangan sosial, antara lain dimanifestasikan ketidakharmonisan kelompok 

sosial. Ketidakharmonisan tersebut mengundang konflik kelompok. 10 

Selo Soemardjan menjelaskan bahwa perubahan sosial revolusi 

merupakan upaya menempatkan pemerintahan baru. Hal itu sesuai dengan 

perubahan yang terjadi di Aceh Barat Daya, Aceh Barat Daya berhasil 

membentuk sebuah Kabupaten baru setelah perjuangan ingin memisahkan diri 

dari Kabupaten induk Aceh Selatan. Berikut penjelasan tokoh masyarakat 

Kabupaten Aceh Barat Daya #1: 

“Iya telah terjadinya sebuah perubahan sosial dalam Kabupaten Aceh Barat 

Daya ini, Aceh Barat Daya bisa menjadi Kabupaten baru pemekaran dari 

Kabupaten Aceh Selatan tahun 2002.”  

Menurut penjelasan informan kepada peneliti, Aceh Barat Daya dulu 

berada di bawah pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Tetapi banyak terjadi 

kesenjangan dalam pembangunan daerah karena jangkauan daerah yang 

sangat luas, Aceh Barat Daya jauh tertinggal di banding dengan Aceh Selatan 

dalam segi pembangunan. Selain itu, jarak Aceh Barat daya dengan pusat 

                                                           
10

 Jacobus Ranjabar.,  Perubahan Sosial Teori-teori dan Proses Perubahan Sosial serta Teori 

Pembangunan., Bandung.,  Alfabeta., 2015., hal 34  
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pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan sangat jauh, sehingga masyarakat 

harus melakukan perjalan jauh selama dua jam, jika harus ke pusat 

pemerintahan Kabupaten. 

Dengan berjalannya waktu, masyarakat merasakan bahwa tidak ada 

perkembangan di daerah Aceh Barat Daya. Semua pembangunan hanya 

terjadi dan berpusat di Kabupaten Aceh Selatan, dalam segi pendidikan, 

kesehatan,  dan lain-lain. Kesenjangan pembanguan yang dianggap tidak adil 

tersebut, membuat masyarakat kemudian memilih beberapa tokoh di Aceh 

Barat Daya yang memilki pengaruh dan mampu memecahkan persoalan ini. 

Mereka mengusulkan ke pemerintah pusat Provinsi Aceh (Gubernur) untuk 

menjadikan Aceh Barat Daya menjadi sebuah Kabupaten yang otonom. 

Beberapa tokoh masyarakat tersebut dibentuk menjadi panitia penuntut daerah 

untuk menemui pemerintah pusat.11 

Berdasarkan jawaban informan kepada peneliti menunjukkan bahwa 

telah terjadi perubahan sosial dalam kehidupan mayarakat yang menyangkut 

sendi-sendi kehidupan pokok masyarakat. Perubahan sosial tersebut terjadi 

atas dasar perencanaan sesuai dengan teori perubahan sosial revolusi. Selain 

itu, perubahan sosial juga terjadi dikarenakan adanya ketegangan sosial dari 

ketidakharmonisan kelompok dan ketidakadilan pembangunan di dalam 

daerah.  

                                                           
11

 Wawancara., Tokoh Masyarakat I Kabupaten Aceh Barat Daya., 23 Maret 2018., pukul 08:15 WIB. 
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Terjadinya perubahan sosial sangat erat kaitannya dengan proses yang 

dilalui dalam mewujudkan perubahan. Segala proses tersebut dilalui demi 

terwujudnya cita-cita akan perubahan yang diharapkan oleh masyarakat. 

Proses yang dilalui bisa saja mencapai waktu yang panjang dan sebaliknya 

bisa dengan waktu yang cepat. Revolusi bukan berarti perubahan yang terjadi 

secara cepat tanpa ada proses panjang yang harus dilalui. Bahkan revolusi 

juga membutuhkan proses yang lama dan matang sehingga mencapai pada 

perubahan sosial secara cepat. Seperti yang dikemukakan oleh Jacobus 

Ranjabar, Ukuran kecepatan suatu perubahan yang dinamakan revolusi, pada 

hakikatnya bersifat relatif karena revolusi dapat berlangsung dengan waktu 

yang lama.
12

 

Begitupun dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, sebelum terwujudnya 

cita-cita masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menjadikan Aceh 

Barat Daya sebagai sebuah Kabupaten yang otonom, masyarakat dan utusan 

masyarakat (Panitia Penuntut) telah melaui banyak proses dalam hal tersebut. 

Menurut tokoh masyarakat yang peneliti wawancarai, Kabupaten Aceh Barat 

Daya terbentuk atas perjuangan keras dari utusan-utusan masyarakat yang 

disebut sebagai panitia penuntut. Panitia penuntut, harus mempersiapkan 

opini-opini terbaik demi meyakinkan pemerintah pusat agar sudi kiranya 

untuk mengabulkan harapan masyarakat daerah Aceh Barat Daya. Selama 

                                                           
12

 Jacobus Ranjabar.,  Perubahan Sosial Teori-teori dan Proses Perubahan Sosial serta Teori 

Pembangunan., Bandung.,  Alfabeta., 2015., hal 34. 
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menjalani proses tersebut, panitia penuntut harus berulang-ulang melakukan 

perjalanan jauh demi menemui pemerintah pusat untuk menuntaskan cita-cita 

masyarakat Aceh Barat Daya. Tidak hanya menemui pemerintah pusat yang 

ada di Provinsi Aceh, panitia penuntut juga harus brulang-ulang untuk 

berangkat ke Jakarta dan menemui pemerintah yang mengatur persoalan 

pemekaran wilayah. Proses Aceh Barat Daya menjadi sebuah Kabupaten 

berlangsung selama 20 tahun. Selama 20 tahun tersebut, panitia penuntut 

bekerja keras dan cerdas dalam mewujudkan daerah Aceh Barat Daya menjadi 

sebuah Kabupaten.
13

 

Menurut uraian informan kepada peneliti, proses untuk menciptakan 

Kabupaten baru tidak mudah adalah benar. Karena Kabupaten baru akan 

berkaitan dengan hukum dan Undang-undang baru untuk mensahkan 

Kabupaten tersebut. Hal ini terbukti bahwa pengakuan Pemerintah terhadap 

kelahiran kabupaten Aceh Barat Daya secara yuridis dikukuhkan dengan 

Undang-undang Nomor 4 tahun 2002 yang disahkan oleh Presiden Indonesia 

pada saat itu yaitu Megawati Soekarnoputri.
14

 Sangat benar, untuk 

mendapatkan sebuah pengakuan akan lahirnya Kabupaten Aceh Barat Daya, 

tidak mungkin dicapai dalam waktu yang singkat. Apalagi melihat bahwa 

                                                           
13

 Wawancara., Tokoh Masyarakat II Kabupaten Aceh Barat Daya., 25 Maret 2018., Pukul 09:20. 
14

 Muhammad Isa Sulaiman dkk., Negeri dan Rakyat Aceh Barat Daya dalam Lintasan Sejarah., 

2009., Jakarta.,  Swadaya Jakarta., hal  31. 
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Indonesia merupakan negara hukum, yang segala sesuatunya harus berjalan 

sesuai dengan peraturan yang ada. 

Terbentuknya Kabupaten Aceh Barat Daya membawa dampak pada 

perubahan struktur Pemerintahan. Pada awal mulanya, Aceh Barat Daya 

dikuasai oleh Kabupaten Aceh Selatan, serta Aceh Barat Daya harus patuh 

dan tunduk terhadap struktur dan sistem kerja Pemerintahan Aceh Selatan 

tersebut. Namun, ketika Aceh Barat Daya berhasil menjadi sebuah Kabupaten, 

maka Aceh Barat Daya harus menciptakan struktur Pemerintahan tersendiri di 

dalam Kabupatennya. 

Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian memulai perjalanan baru 

dengan sistem pemerintahan baru. Tidak hanya berhenti pada sistem 

Pemerintahan, namun Aceh Barat Daya juga membuka CPNS (Calon Pegawai 

Negeri Sipil) untuk Kabupatennya. Pada tahun 2003, Kabupaten Aceh Barat 

Daya membuka CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) untuk pertama kalinya. 

Pada tahun tersebut, Kabupaten Aceh Barat Daya, menerima 128 CPNS 

(Calon Pegawai Negeri Sipil).  128 PNS (Pegawai Negeri Sipil) tersebut 

mulai ditempatkan di lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga 

pemerintahan yang pada saat itu sangat membutuhkan tenaga kerja. 

Pada tahun 2005, Kabupaten Aceh Barat Daya kembali membuka tes 

CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Pada tahun tersebut Kabupaten Aceh 
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Barat Daya menerima sedikit lebih banyak PNS (Pegawai Negeri Sipil), 

jumlah yang diterima sebanyak 175 CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). 

Dengan penerimaan dan kelulusan PNS (Pegawai Negeri Sipil) tersebut, maka 

banyak perubahan yang terjadi dalam tatanan pemerintahan Kabupaten Aceh 

Barat Daya. Namun, tidak hanya berubah pada tatanan pemerintahan, tetapi 

juga pada perubahan status sosial ekonomi dalam masyarakat Kabupaten 

Aceh Barat Daya. PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang diterima, didominasi oleh 

kalangan perempuan, karena pada saat itu perempuanlah yang bersungguh-

sungguh dalam menuntut ilmu dan ingin menciptakan perubahan untuk 

hidupnya.
15

 

2.  Perceraian di Kabupaten Aceh Barat Daya 

Perceraian adalah sebuah reaksi umum dalam kehidupan masyarakat 

yang hidup dalam ikatan pernikahan kemudian memutuskan untuk berpisah. 

Menurut Mel Krantzler perceraian merupakan suatu kondisi dimana sepasang 

suami istri yang hidup bersama mengakhiri hubungan ikatan suci yang telah 

mereka jalin. Sedangkan dalam ruang lingkup Sosiologi, perceraian adalah 

penyelesaian secara hukum sebuah ikatan pernikahan yang sah, sementara 
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Kabupaten Aceh Barat Daya., 08 Mei 2018., 20:18 WIB. 
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kedua belah pihak istri dan suami masih hidup sehingga mereka bebas untuk 

menikah lagi.
16

 

Perceraian menurut Subekti adalah “penghapusan perkawinan dengan 

putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.  Jadi 

pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan, baik 

dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri.  Dengan adanya 

perceraian maka perkawinan antara suami dan istri telah terhapus. 

Sedangkan perceraian menurut pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah 

“putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah 

menurut pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 adalah “ ikatan lahir batin antara 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya 

ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya 

hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.
17

 

Perceraian merupakan gejala sosial dalam kehidupan masyarakat yang 

memisahkan sepasang suami istri yang hidup dalam bahtera rumah tangga. 

Jika telah terjadinya perceraian maka, sepasang suami istri yang semula hidup 
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 Muhammad Sahlan., Pengamatan Sosiologi tentang Perceraian di Aceh., Jurnal Substantia., Vol 14 

No 1., 2012., hal 90. 
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 Muhammad Syaifuddin, dkk., Hukum Perceraian., Jakarta., Sinar Grafika., 2014., hal 18-20. 
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dalam satu rumah dengan status keluarga, harus berpisah menurut agama, 

adat, dan hukum yang berlaku, kemudian tinggal dirumah yang berbeda. 

Selain itu pihak suami atau istri tersebut juga bebas jika ingin menikah dan 

mencari pasangan hidup yang lain, setelah beberapa proses hukum dijalankan 

dan syariat agama dilakukan. 

Dewasa ini, kasus perceraian sangat meningkat dalam kehidupan 

masyarakat. Perceraian bukan lagi menjadi hal yang memalukan untuk 

dilakukan, karena dianggap tidak bisa mempertahankan kehidupan rumah 

tangga dengan baik. Sepasang suami istri seakan-akan tidak menemukan 

solusi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga, ketika mendapat 

masalah-masalah atau goncangan-goncangan yang berusaha menghancurkan 

kehidupan rumah tangganya. Istri atau suami lebih memilih menyerah dengan 

putusan perceraian daripada harus memperbaiki hubungan yang sudah mereka 

lalui bertahun-tahun. 

Salah satu Kabupaten dengan angka perceraian yang tinggi di Provinsi 

Aceh adalah Kabupaten Aceh Barat Daya. Seperti penjelasan pihak KUA 

(Kantor Urusan Agama) kepada peneliti berikut ini #1  

“Iya tinggi, Kabupaten Aceh Barat Daya ini termasuk tinggi angka 

perceraiannya. Itu yang bercerai bisa macam-macam kasus yang kita 

dengar, bahkan ada yang cerai baru-baru ini pasangan suami istri yang 

sudah tua. Mereka memutuskan untuk bercerai.”  
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Dari penjelasan informan kepada peneliti menunjukkan bahwa angka 

perceraian yang tinggi di Kabupaten Aceh Barat Daya, tidak hanya didasari 

oleh pasangan muda yang bercerai, tetapi juga pasangan suami istri yang 

sudah paruh baya. Pasangan tersebut lebih memilih mengakhiri kehidupan 

rumah tangganya yang telah mereka bina selama berpuluh-puluh tahun. Hal 

itu menunjukkan ketidakmatangan emosi juga terdapat pada pasangan yang 

sudah paruh baya, bukan hanya pada pasangan yang masih tergolong usia 

muda. Berikut adalah data perceraian di Kabupaten Aceh Barat Daya pada 

tahun 2017 : 

Tabel 4.2 Data Cerai Talak Dan Cerai Gugat Kabupaten Aceh Barat 

Daya Tahun 2017 

 

NO KECAMATAN NIKAH CERAI TALAK CERAI GUGAT 

1 Babah Rot 188 1 9 

2 Kuala Batee 187 4 10 

3 Jeumpa 83 3 3 

4 Susoh 190 6 8 

5 Blangpidie 189 5 10 

6 Setia 77 - 1 

7 Tangan-tangan 137 1 12 

8 Manggeng 110 4 9 

9 Lembah Sabil 103 2 11 

 Jumlah 1264 26 73 

 Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya 

Dari data tersebut menunjukkan bahwa perceraian yang terjadi di 

Kabupaten Aceh Barat Daya didominasi oleh cerai gugat daripada cerai talak. 
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Dalam Ade Suryana, cerai gugat merupakan perceraian yang didasari oleh 

gugatan si istri terhadap si suami melalui pengadilan Agama dengan 

diajukannya alasan-alasan yang dapat diterima oleh hakim pengadilan 

kemudian dapat diputuskan perkara perceraian tersebut.
18

 Data di atas 

menunjukkan bahwa di Kabupaten Aceh Barat Daya, istri-istri yang telah 

menggugat suami tersebut merasakan ketidakharmonisan dalam rumah 

tangga, dikarenakan konflik-konflik yang sering terjadi. 

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa cerai gugat berjumlah 73 kasus 

yang merupakan lebih unggul dibandingkan dengan cerai talak. Pada jumlah 

73 tersebut, peneliti mendapatkan data bahwa 7 kasus merupakan kasus cerai 

gugat dari istri yang berprofesi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Kasus tersebut 

yaitu, keputusan hakim terhadap pemilik perkara No.157/Pdt.G/2017/Ms.Ttn, 

No.227/Pdt.G/2017/Ms.Ttn,No.0110/Pdt.G/2017/Ms.Ttn,No.18/Pdt.G/2017/

Ms.Ttn,No.33/Pdt.G/2017/Ms.Ttn,No.35/Pdt.G/2017/Ms.Ttn,No.0127/Pdt.G/

2017/Ms.Ttn.
19

 

Pihak KUA (Kantor Urusan Agama) menjelaskan kepada peneliti 

bahwa, sepasang suami istri yang bercerai diakibatkan oleh hubungan rumah 

tangga yang sudah hambar, sering terjadi percekcokkan kecil, kemudian lama 

kelamaan semakin besar dan berujung pada pertengkaran, istri-istri yang ingin 
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 Ade Suryana., Pengaruh Stratifikasi Sosial di Bidang Ekonomi terhadap Perkara Gugat Cerai., 

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah., Jakarta., 2008., Hal 23. 
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bercerai dari suaminya, mengaku keinginan bercerai dikarenakan sering 

terjadi pertengkaran antara suami dan istri. Pertengkaran tersebut didasari oleh 

watak-watak yang keras, sehingga diantara suami dan istri sulit untuk 

mengalah ketika terjadinya pertengkaran. Oleh karena itu, lebih baik berpisah 

daripada harus bertengkar dan menjalani sebuah rumah tangga yang tidak 

harmonis. 

Penjelasan informan di atas berkaitan dengan Agoes Dariyo yang 

memaparkan bahwa masalah-masalah yang datang dalam sebuah perkawinan 

yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka akan berujung pada 

perceraian, perceraian adalah sebuah cara yang ditempuh ketika tidak ada 

penyelesaian masalah dalam kehidupan rumah tangga.
20

 

Perceraian yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya tentunya tidak 

terjadi secara instan tanpa ada proses yang dilewati. Ketika memutuskan 

untuk bercerai, pihak yang menginginkan perceraian tentu akan melewati 

tahap-tahap yang mengantarkan perceraian tersebut pada jalur hukum atau 

pengadilan. Apalagi jika perceraian tersebut dilakukan oleh seseorang yang 

berprofesi PNS (Pegawai Negeri Sipil), akan sangat banyak waktu yang 

dikeluarkan untuk mengurus kasus perceraian. Seperti uraian staf KUA 

(Kantor Urusan Agama) kepada informan, bahwa seseorang yang berprofesi 
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sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) akan melalui proses perceraian yang 

panjang.  

Ketika sepasang suami itu hendak bercerai, permintaan tersebut tidak 

bisa langsung dikabulkan, karena akan ada beberapa proses yang harus dilalui 

oleh sepasang suami istri atau salah satu dari pasangan yang berprofesi PNS 

(Pegawai Negeri Sipil). Proses tersebut yaitu, pertama adanya mediasi dari 

pihak keluarga, yang bertujuan untuk menyatukan kembali pasangan yang 

ingin bercerai tersebut. Jika pihak keluarga tidak berhasil dalam menyatukan, 

maka akan ditangani oleh pihak Desa tempat sepasang suami istri tinggal. Jika 

pihak Desa juga tidak berhasil memediasikan mereka untuk rujuk, maka akan 

dibawa ke pihak KUA, dipihak KUA tidak berhasil baru berujung ke 

Mahkamah Syariah (pengadilan). Tetapi jika sudah bulat keputusan ingin 

bercerai, maka PNS (Pegawai Negeri Sipil) harus melapor ke pihak KUA, 

kemudian Dinas pendidikan, karena profesinya terikat dengan Negara, 

selanjutnya harus ke kantor BKPP, jika sudah tuntas semua urusan di tempat-

tempat tersebut, baru akan berakhir di pengadilan”.
21

 

Uraian informan kepada peneliti menunjukkan bahwa jika perceraian 

dilakukan oleh seseorang dengan profesi PNS (Pegawai Negeri Sipil), maka 

akan melewati perjalanan panjang selama pengurusan kasus perceraian 

tersebut. Hal itu terjadi dikarenakan seorang profesi PNS (Pegawai Negeri 
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Sipil) sangat terikat dengan peraturan-peraturan Negara. Oleh karena itu, 

setiap apapun yang PNS (Pegawai Negeri Sipil) lakukan, semua harus 

mengikuti segala prosedur-prosedur atau aturan-aturan yang dibuat oleh 

Negara, apalagi menyangkut tentang perceraian. Adapun faktor-faktor 

penyebab perceraian adalah sebagai berikut : 

Pemicu perceraian bisa bermacam-macam dari suatu peristiwa dengan 

peristiwa yang lain,dan juga berdasarkan frekuensi perceraian, selain itu juga 

perbedaan dari suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Faktor-faktor 

yang diakui hukum adat sebagai alasan perceraian adalah perzinahan, tidak 

memberi nafkah, penganiayaan, cacat/sakit, perselisihan. Sedangkan alasan-

alasan perceraian menurut Hukum Adat Rote adalah : istri mandul atau majir, 

tidak menghargai keluarga suami/istri, penganiayaan, memfitnah,  

meninggalkan suami, dan zinah. 

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pertikaian dalam 

keluarga yang berakhir dengan perceraian. Dagun, Saraswati dan Hartati 

mengidentifikasikan adanya sejumlah faktor yang dimaksud antara lain : 

persoalan  ekonomi, perbedaan usia yang besar, keinginan memperoleh anak 

(putra/putri), dan persoalan prinsip hidup yang berbeda, perbedaan cara 

mendidik anak, pengaruh dukungan sosial dari pihak luar, tetangga, sanak-

saudara, sahabat (campur tangan pihak ketiga), perselingkuhan, masalah 

karier, kecanduan narkoba, alkohol, kecemburuan, KDRT (Kekerasan Dalam 
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Rumah Tangga), situasi masyarakat yang terkondisi, dan hilangnya makna 

cinta antara suami-istri. Semua faktor ini menimbulkan suasana keruh dan 

meruntuhkan kehidupan rumah tangga.
22

 Dalam Agoes Dariyo, telah 

dijelaskan faktor-faktor perceraian. Penelitian ini menemukan faktor-faktor 

penyebab perceraian di Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut, sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh Agoes Dariyo. 

1) Kekerasan verbal  

Kekerasan verbal (verbal violence) berarti sebuah penganiayaan 

dengan menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat kasar, mencaci maki, 

tidak menghargai, mengejek, menghina, menyakiti perasaan, serta 

merendahkan harkat martabat pasangannya. Perilaku tersebut dapat 

membuat pasangan terhina, kecewa, bahkan tersakiti batinnya. Sehingga 

perpisahan adalah jalan keluar untuk membebaskan diri dari penganiayaan 

itu. Berikut pemaparan pelaku gugat cerai kepada peneliti #1  

“Dia suka memaki saya, suka berkat-kata kasar, kalau ada hal yang dia 

gak suka, amarahnya dikeluarkan ke saya. Nanti dia bentak-bentak saya, 

tertekan batinlah pokoknya kalo hidup sama dia terus, lebih nyaman 

kayak sekarang, gak ribut-ribut”. 

 

Jawaban pelaku gugat cerai kepada peneliti menunjukkan bahwa 

pelaku gugat cerai mendapatkan kekerasan verbal dari korban yang 

digugat atau mantan suaminya. Korban yang digugat cerai tersebut sering 
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memaki, berkata kasar, dan membentak pelaku gugat cerai yaitu mantan 

istrinya. Kekerasan verbal seperti itu seharusnya tidak dilakukan oleh 

korban gugat cerai (mantan suaminya), karena dapat membuat pelaku 

gugat cerai (mantan istrinya) menjadi ketakutan dan traumatik, jika selalu 

mendengar makian, kata-kata kasar dan bentakan korban gugat cerai. 

2) Perilaku buruk (Kebiasaan berjudi) 

Perjudian merupakan sebuah aktivitas yang mempertaruhkan uang 

dalam jumlah tertentu, untuk mendapatkan keuntungan yang telah 

disepakati dalam permainan judi tersebut. Sebagai seorang suami, 

seharusnya dapat mencari nafkah denga cara yang baik dan bijaksana, 

tidak melalui cara seperti perjudian karena istri dan anak wajib 

mendapatkan uang yang halal dari kepala rumah tangga. Jika penghasilan 

suami didapatkan dengan cara bekerja atau usaha, maka penghasilan 

tersebut dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan 

selebihnya dapat dijadikan investasi untuk masa yang akan datang. 

Namun, jika suami sudah terjebak dalam dunia perjudian, maka ia tidak 

bisa lagi berpikir bijaksana. Ia akan melupakan dan mengabaikan 

kebutuhan keluarganya, semua pendapatannya akan ia pertaruhkan untuk 

perjudian. Hal ini akan menjadi sebuah kekhawatiran bagi istri dan anak-

anaknya. Mereka merasa tidak dapat hidup sejahtera, sehingga istri akan 

memutuskan untuk menggugat cerai sang suami. 
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Selain caci maki, bentakan, dan kata kasar yang selalu dilontarkan 

oleh korban gugat cerai terhadap pelaku gugat cerai, pelaku gugat cerai 

juga mengakui bahwa korban gugat cerai atau mantan suaminya juga 

pemain judi. Pelaku gugat cerai menjelaskan bahwa, korban gugat cerai 

adalah seseorang yang sering menghabiskan uang dan waktunya bahkan 

juga berpenghasilan dari perbuatan haram, yaitu perjudian. Hal itu, yang 

sebenarnya sangat mengganggu bagi pelaku gugat cerai (mantan istri). 

Pelaku gugat cerai mengakui bahwa, sikap korban gugat cerai (kasar, 

sering memaki, sering membentak) tersebut semakin fatal ketika korban 

gugat cerai mulai hidup dengan cara menjerumuskan diri dalam perjudian.  

Permainan judi tersebut yang membuat korban gugat cerai menjadi 

tempramental. Pelaku gugat cerai, juga pernah merasakan beberapa 

kekerasan dari korban gugat cerai. Korban gugat cerai, pernah menarik 

kerudung pelaku dengan sangat keras, karena korban menganggap 

kerudung yang pelaku gunakan berukuran kecil. Kekerasan itu, 

menyebabkan pelaku kesakitan di bagian lehernya.
23

 

Dari pemaparan pelaku gugat cerai menunjukkan bahwa ketika 

korban masuk kedalam dunia perjudian, maka sikap korban gugat cerai 

mulai berubah dan sering mencaci maki bahkan melakukan kekerasan 

fisik terhadap pelaku gugat cerai. Hal ini sesuai dengan teori faktor 

penyebab perceraian, bahwa ketika seorang suami mulai candu dengan 
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permainan judi maka suami tersebut tidak akan bisa berpikir bijaksana. 

Sehingga ia bisa melakukan kekerasan terhadap istrinya.
24

 

Keterangan pelaku gugat cerai diatas, dibenarkan oleh seorang 

tetangga pelaku gugat cerai yang menjelaskan bahwa, sepasang mantan 

suami tersebut sering melakukan pertengkaran dan suasana rumah mereka 

menjadi kacau dan ribut. Menurut keterangan tetangga pelaku gugat cerai, 

korban gugat cerai memiliki watak yang kasar.
25

 

Dari jawaban tetangga pelaku gugat cerai, menunjukkan bahwa 

benar sering terjadi keributan di rumah pelaku gugat cerai sebelum resmi 

bercerai dari korban gugat cerai. Tetangga pelaku gugat cerai, juga 

mengakui bahwa korban gugat cerai suka main kasar terhadap pelaku 

gugat cerai. 

3) Ekonomi finansial  

Masalah ekonomi berkaitan dengan kebutuhan hidup keluarga. Jika 

pasangan memiliki pendapatan yang memadai, maka kehidupan rumah 

tangga akan jauh dari percekcokkan. Dan sebaliknya jika pasangan tidak 

mampu memenuhi semua kebutuhan rumah tangga atau hanya menopang 

hidup pada salah satu pasangan yang bekerja dan memiliki pendapatan 

yang masih tergolong kurang, maka akan menimbulkan masalah dalam 
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keluarga tersebut. Berikut pemaparan pelaku gugat cerai kepada peneliti 

terkait ekonomi rumah tangganya yang dulu sebelum bercerai #2  

“Mantan suami saya itu orangnya pemalas, tidak mau usaha bekerja. 

Semua kebutuhan rumah tangga sampai jajan anak saya yang penuhi. 

Kalaupun ia ada penghasilan sedikit, dari menyupir itu uangnya tidak 

pernah dikasih saya, uang dia adalah milik dia, sedangkan uang saya 

milik bersama.”
26

 

 

Jawaban pelaku gugat cerai kepada peneliti menunjukkan bahwa 

korban gugat cerai, tidak mau bekerja dan pelit. Korban sebagai seorang 

pemimpin keluarga atau kepala rumah tangga seharusnya bertanggung 

jawab atas semua kebutuhan rumah tangganya. Tetapi korban tidak 

demikian, korban seperti tidak merasa memiliki tanggung jawab atas 

keluarganya, dan pelaku gugat cerai menganggap korban gugat cerai 

sebagai beban hidupnya. Sehingga ketika sudah bercerai pelaku merasa 

lega.  

Keterangan pelaku gugat cerai juga dikuatkan oleh pemaparan dari 

rekan kerja pelaku gugat cerai. Dia memaparkan bahwa, benar korban 

gugat cerai adalah orang yang pemalas, karena ketika rekan kerja pelaku 

gugat cerai berkunjung beberapa kali ke rumah pelaku gugat cerai, rekan 

kerjanya melihat korban gugat cerai selalu berada di rumah, dengan 

kegiatan tidur, menonton televisi, dan sekedar duduk bersantai. Selain itu, 
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rekan kerja pelaku gugat cerai juga sering mendengar keluhan dari pelaku 

gugat cerai, bahwa pelaku sudah merasa sangat kesal terhadap suaminya.
27

 

Dari pemaparan rekan kerja pelaku gugat cerai, dapat disimpulkan 

bahwa korban gugat cerai benar mempunyai sifat pemalas. Karena 

kesaksiannya melihat langsung beberapa waktu bukan hanya sekali bahwa 

korban gugat cerai, tidak memilki kegiatan selain bersantai di rumah. 

Pelaku gugat cerai yang ke 3 juga sama halnya dengan pelaku gugat 

cerai yang ke 2 yaitu faktor penyebab pelaku menggugat suaminya karena 

ekonomi financial yang tidak memadai.. Tetapi pelaku gugat cerai yang ke 

3 ini merasa sangat dirugikan oleh korban gugat cerai. Pelaku gugat cerai 

3 menceritakan alasan pelaku menggugat korban karena korban sudah 

merugikan pelaku, pasalnya korban adalah seorang wiraswasta yang tidak 

memilki pekerjaan tetap, dan semua kebutuhan rumah tangga terpaksa 

harus dipenuhi oleh pelaku gugat cerai, termasuk jajan dan kebutuhan 

anak-anaknya. Kemudian pelaku gugat cerai mendapati mantan suaminya 

(korban gugat cerai) meminta pelaku untuk mengambil kredit di bank dari 

status PNS (Pegawai Negeri Sipil) pelaku. Korban mengatakan bahwa 

uang tersebut akan digunakan untuk sebuah proyek yang ingin korban 

jalankan. Korban berbicara dengan sangat meyakinkan, sehingga pelaku 

gugat cerai mengiyakan kemudian memodali proyek korban tersebut. 

Ketika pelaku gugat cerai sudah memberikan hasil pinjamannya dari bank 
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kepada korban, korbanpun memulai menjalankan proyeknya, tetapi 

ditengah perjalanan proyek tersebut tidak berhasil. Korban mengalami 

kerugian dari modal yang diberikan pelaku. Dengan tidak bertanggung 

jawab, korban tidak mengembalikan uang pelaku gugat cerai sepeserpun. 

Kemudian pelaku mulai merasa kewalahan jika harus memenuhi 

kebutuhan rumah tangga dan menutup pinjaman di bank. Pada akhirnya 

pelaku memutuskan untuk menggugat cerai korban.
28

 

Dari pemaparan pelaku gugat cerai kepada peneliti menunjukkan 

bahwa, pelaku gugat cerai sangat dirugikan oleh korban gugat cerai. 

Karena selain harus membiayai anak-anaknya, pelaku gugat cerai juga 

harus melunaskan hutang di bank yang diakibatkan oleh korban gugat 

cerai. Dari mimik dan nada bicara pelaku gugat cerai ketika peneliti 

sedang mewawancarainya, juga menunjukkan kemarahannya terhadap 

korban gugat cerai, yaitu mantan suaminya. 

Untuk menguatkan keterangan pelaku gugat cerai, peneliti juga 

mewawancarai staf KUA (Kantor Urusan Agama) yang menangani kasus 

perceraian pelaku gugat cerai 3 tersebut. Staf KUA (Kantor Urusan 

Agama) membenarkan peristiwa yang menimpa pelaku gugat cerai. Staf 

KUA (Kantor Urusan Agama) ini juga menjelaskan kalau sekarang hidup 

pelaku benar-benar memprihatinkan karena pelaku memiliki beban dan 

tanggungan yang bertambah yaitu harus membayar pinjaman kepada bank 
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pada setiap bulannya, selain juga memenuhi kebutuhan rumah dan anak-

anaknya.
29

 

Dari jawaban staf KUA (Kantor Urusan Agama)  yang menangani 

kasus pelaku gugat cerai ini, menunjukkan bahwa benar telah terjadi 

kerugian besar pada pelaku gugat cerai. Pelaku gugat cerai harus 

menanggung semua beban hidup yang ditinggalkan mantan suaminya. 

Korban gugat cerai tidak bertanggung jawab atas masalah yang telah ia 

ciptakan. 

Pelaku gugat cerai yang ke 4 menggugat suaminya, juga dikarenakan 

oleh faktor ekonomi. Pasangan suami ini sebelum bercerai memang tidak 

tinggal dalam satu rumah. Karena sang suami berasal dari Banda Aceh, 

walaupun sudah menikah suami masih sering pulang dan tinggal di Banda 

Aceh. Sedangkan sang istri tetap menetap di Kabupaten Aceh Barat Daya 

karena istri adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Kabupaten Aceh Barat 

Daya. Pelaku mengatakan bahwa korban tidak pernah memberikan nafkah 

untuk pelaku dan anak-anaknya. Alasan korban menetap di Banda Aceh 

adalah untuk bekerja atau mencari pekerjaan, karena di Banda Aceh 

korban mempunyai banyak kenalan dan mudah meminta tolong jika 

membutuhkan. Tetapi uang hasil bekerja tersebut tidak pernah ia berikan 

secukupnya untuk kebutuhan pelaku dan anaknya.  
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Pelaku mengakui bahwa sikap korban yang demikian dikarenakan 

korban menganggap pendapatan istri lebih besar dan rutin pada setiap 

bulan dibanding pendapatan korban. Dengan anggapan korban seperti itu, 

korban seolah-olah melarikan diri dari tanggung jawab sebagai kepala 

rumah tangga. Pelaku merasa lebih baik bercerai daripada punya suami 

tetapi seperti tidak mempunyai suami.
30

 

Jawaban informan pelaku cerai gugat kepada peneliti, menunjukkan 

bahwa pelaku menggugat korban dikarenakan korban tidak pernah 

membei nafkah dan juga tinggal jauh dari pelaku. Jarak Kabupaten Aceh 

Barat Daya dengan Banda Aceh 243.53 km atau 150.99 mil membutuhkan 

9 jam perjalanan darat. Jadi korban sangat jarang pulang ke Kabupaten 

Aceh Barat Daya, atau terkadang pelaku yang harus ke Banda Aceh 

bersama anaknya. Namun dengan keterikatan pelaku dengan 

pekerjaannya, pelaku juga tidak bisa sering-sering meliburkan diri. 

Dengan kemarahan pelaku terhadap korban atas semua perlakuannya yang 

dianggap tidak peduli terhadap keluarga, maka pelaku memutuskan untuk 

menggugat cerai korban. 

Keterangan ini dikuatkan oleh keterangan dari teman pelaku, bahwa 

teman pelaku membenarkan pelaku tinggal berjauhan dengan korban dan 

korban tidak memperdulikan pelaku dan anak-anaknya. Teman pelaku 

juga mengakui bahwa pelaku sering menangis di depan temannya karena 
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merasa sedih dengan perlakuan korban. Belum lagi tuntutan keluarga 

pelaku, untuk menggugat cerai korban, oleh karena itu pelaku semakin 

mantap untuk memutuskan berpisah dengan korban.
31

 

Dari jawaban teman pelaku menunjukkan bahwa benar terjadi, 

korban tidak bertanggung jawab atas pelaku dan anaknya. Sehingga 

pelaku harus menghidupkan diri dan anaknya dengan penghasilannya 

sendiri, tanpa ada campur tangan korban. 

 

3. Hubungan antara Perubahan Status Sosial Ekonomi Istri dan 

Peningkatan Perceraian di Kabupaten Aceh Barat Daya  

Dengan uraian panjang mengenai pertanyaan bagaimana terjadinya 

perubahan sosial di Kabupaten Aceh Barat Daya ? dan bagaimana 

terjadinya perceraian di Kabupaten Aceh Barat Daya ? maka dapat peneliti 

jawab pertanyaan ke tiga yaitu bagaimana hubungan antara perubahan 

status sosial dan peningkatan perceraian di Kabupaten Aceh Barat Daya ?  

Hubungan antara perubahan sosial di Kabupaten Aceh Barat Daya 

dengan peningkatan perceraian yaitu ketika perubahan sosial terjadi pada 

suatu masyarakat, apalagi perubahan sosial mengenai terbentuknya 

struktur pemerintahan yang baru (Kabupaten baru), maka kabupaten 

tersebut akan membutuhkan banyak tenaga kerja baru dan membuka 

lowongan PNS (Pegawai Negeri Sipil) maka masyarakat akan mengikuti 
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tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Sehingga, ketika nasib baik 

berada pada diri mereka maka mereka dapat lulus (diterima oleh Negara 

sebagai PNS) dalam tes tersebut.   

Di Kabupaten Aceh Barat Daya, tes CPNS (Calon Pegawai Negeri 

Sipil) dibuka pada tahun ke dua setelah Kabupaten Aceh Barat Daya 

dimekarkan, tahun pemekaran yaitu pada tahun 2002, kemudian tes 

dibuka pada tahun 2003, maka masyarakat-masyarakat yang bernasib baik 

tersebut diterima sebanya 128 orang. Setelah itu Kabupaten Aceh Barat 

daya kembali membuka tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dengan 

jumlah yang diterima sebanyak 175 orang. Maka beruntunglah bagi 

mereka yang dapat merubah nasib ekonomi dalam kehidupan keluarganya.   

Dengan perkembangan zaman yang semakin modern, bagi 

masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap akan mendapatkan 

kesulitan dalam melamar dan mencari pekerjaan. Maka, bagi suami yang 

istrinya bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) akan merasa sedikit 

aman dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga suami bisa 

memanfaatkan pendapatan istri yang tersedia pada setiap bulan.  

Jadi untuk mencari pekerjaan timbul rasa malas dalam diri suami. 

Sehingga, jika hal ini terus berlanjut tanpa ada usaha dari suami untuk 

mencari pekerjaan, maka istri akan merasa dirugikan dengan keadaan 

seperti itu. Oleh karena itu, banyak gugatan perceraian yang dilakukan 

oleh istri yang berprofesi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang 
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menggugat cerai suami diakibatkan oleh keadaan ekonomi yang tidak 

memadai dari kepala rumah tangga yaitu suami.   

Setelah peneliti melakukan penelitian maka peneliti menemukan 

fakta bahwa pelaku gugat cerai merasa lebih tenang, nyaman, tidak ada 

beban dan bahagia setelah berpisah atau memutuskan bercerai dengan 

korban gugat cerai. Pelaku gugat cerai tidak merasa kesepian sama sekali 

ketika hidup berpisah dari mantan suaminya. Karena menurut pelaku 

gugat cerai hidup tanpa ada pertengkaran lebih indah daripada harus hidup 

bersama dengan suami yang sering memicu kemarahan. 

Anak-anak korban broken home dari pelaku dan korban gugat cerai 

ini tidak menyesal dan tidak ada rasa tidak menerima sama sekali keadaan 

orang tuanya yang berpisah. Karena mereka juga menyaksikan setiap hari 

keributan yang terjadi sesama orang tuanya. Oleh karena itu, anak-anak 

dari pelaku dan korban gugat cerai berfikir bahwa jalan terbaik adalah 

perpisahan antara kedua orang tuanya. Mereka dapat berfikir dewasa 

karena juga mereka merasa jenuh atas pertengkaran yang harus disaksikan 

hampir setiap hari.  

Ketika perpisahan antara orang tua (pelaku gugat cerai dan korban 

gugat cerai terjadi) hak asuh anak kemudian jatuh ke tangan sang ibu yang 

berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil). Anak-anak hanya berpisah dengan 

bapaknya dan hal tersebut tidak menjadi persoalan bagi mereka. Mereka 

dapat menerima hal itu dengan baik 

 


